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Informasi Artikel ABSTRAK

Riwayat artikel Anak yang melakukan tindak pidana melalui sarana digital dapat berada di
Received Sept 13%, 2026 bawah ancaman atau eksploitasi pihak lain. Keadaan ini mempersulit
Revised Oct 23", 2026 penentuan kesalahan apabila bukti elektronik memperlihatkan keterlibatan
Accepted Oct 30", 2026 anak, tetapi belum menjelaskan alasan di balik tindakannya. Penelitian ini

membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan
penggunaan konsep victim-offender overlap untuk menilai hubungan
pengalaman sebagai korban dengan perbuatan yang didakwakan. Metode
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa
UU SPPA, KUHP Nasional, dan UU TPPO menyediakan dasar hukum
dengan syarat penerapan yang berbeda. Pasal 42 KUHP mengatur daya
paksa sebagai alasan pemaaf, sedangkan Pasal 18 UU TPPO berlaku bagi
korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa pelaku perdagangan
orang. Persoalannya terletak pada cara menghubungkan keterangan
tentang ancaman dengan bukti perbuatan anak. Pembaruan diarahkan pada
pemeriksaan hubungan tersebut sejak penyidikan dan pemberian alasan
hukum yang jelas dalam putusan, tanpa menjadikan status korban sebagai
alasan otomatis untuk tidak memidana anak.
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PENDAHULUAN

Seorang anak mungkin mengirim tautan penipuan dari telepon genggamnya sendiri karena
diancam akan disebarkan gambar pribadinya. Riwayat pengiriman pesan dapat ditemukan, bahkan
penerima tautan dapat mengalami kerugian. Namun, bukti itu belum menjawab siapa yang menyuruh
anak mengirimkannya dan apakah ia mempunyai pilihan untuk menolak. Ancaman melalui percakapan
pribadi pun mungkin tidak segera diceritakan kepada penyidik. Pelanggaran seksual terhadap anak di
internet memiliki bentuk yang beragam (Finkelhor et al., 2022). Salah satunya ialah pemerasan dengan
ancaman penyebaran materi pribadi, yang juga ditemukan pada penelitian mengenai remaja (Patchin &
Hinduja, 2024). Temuan tersebut berkaitan dengan pengalaman korban, bukan bukti bahwa anak pelaku
penipuan digital di Indonesia selalu bertindak karena dipaksa. Meski begitu, kemungkinan adanya
ancaman tetap layak diperiksa. Bukti bahwa pesan dikirim dari suatu akun berbeda dengan bukti bahwa
anak yang menggunakan akun itu bertindak atas kehendaknya sendiri.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA membedakan
anak yang berkonflik dengan hukum dari anak korban. Pembagian itu menentukan hak dan tata cara
pemeriksaan. Namun, seorang anak dapat mengalami kedua keadaan dalam satu rangkaian peristiwa.
KUHP Nasional, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur daya paksa sebagai alasan pemaaf
melalui Pasal 42. Adanya ancaman belum otomatis memenuhi syarat pasal tersebut. Penyidik dan hakim
perlu menilai bagaimana ancaman memengaruhi tindakan anak, bukan cukup mengetahui bahwa ia
pernah menjadi korban.
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Konsep victim-offender overlap menjelaskan hubungan antara pengalaman menjadi korban dan
keterlibatan seseorang dalam tindak pidana (Jennings et al., 2012). Hubungan ini memberi alasan untuk
memeriksa pengalaman kekerasan atau eksploitasi pada anak yang diduga melakukan tindak pidana.
Namun, anak yang pernah menjadi korban belum tentu melakukan tindak pidana karena paksaan.
Riwayat kekerasan mungkin berkaitan dengan keadaan anak, tetapi dapat pula tidak berhubungan
dengan perbuatan yang sedang diperiksa. Penyidik harus mencari hubungan itu melalui keterangan anak
dan bukti yang tersedia. Konsep kriminologi digunakan untuk mengenali keadaan yang mungkin
terabaikan. Adapun kesimpulan mengenai kesalahan dan kemungkinan anak tidak dipidana harus tetap
didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pengalaman menjadi korban perundungan siber berkaitan dengan perilaku melakukan
perundungan pada remaja (Camacho et al., 2023). Hubungan tersebut juga ditemukan dalam penelitian
yang mengikuti perubahan perilaku anak dari waktu ke waktu (Zhao et al., 2025). Pengendalian diri dan
hubungan keluarga juga berkaitan dengan pengalaman korban sekaligus pelaku perundungan daring
(Rabbani & Pusch, 2025). Akan tetapi, hubungan itu berbeda dari keadaan seorang anak yang diduga
membantu penipuan karena mendapat ancaman. Pemerasan seksual melalui sarana digital dapat
menambah tekanan terhadap korban, tetapi akibat hukumnya atas tindak pidana lain perlu diperiksa
tersendiri (Ray & Henry, 2025). Persoalan artikel ini adalah bagaimana hukum pidana Indonesia
menilai kesalahan anak dalam keadaan tersebut, bukan seberapa kuat hubungan statistik antara
pengalaman menjadi korban dan menjadi pelaku.

Pengakuan terhadap anak sebagai korban eksploitasi kriminal dapat dipengaruhi oleh cara
petugas berinteraksi dengannya. Dalam penelitian mengenai interaksi petugas dengan anak, pengakuan
terhadap kedudukan korban dapat bergantung pada cara pemeriksaan dilakukan (Marshall, 2024).
Persoalan serupa muncul dalam penanganan anak yang terlibat jaringan peredaran narkotika di Inggris
(Shaw, 2024). Eksploitasi kriminal juga dapat berkaitan dengan trauma dan pengalaman sebagai korban
sekaligus pelaku (Darby et al., 2026). Pemisahan yang terlalu tegas antara kedua kedudukan tersebut
berisiko mengabaikan keadaan yang melatarbelakangi perbuatan anak (Smiragina-Ingelstrom &
Maystorovich Chulio, 2026). Persoalan menurut hukum Indonesia terletak pada dasar yang digunakan
untuk menilai keadaan itu. Ancaman mungkin memenuhi alasan pemaaf, termasuk dalam perlindungan
khusus terhadap korban perdagangan orang, atau hanya relevan dalam pemidanaan. Setiap
kemungkinan mempunyai syarat dan akibat hukum yang berbeda. Perbedaan inilah yang perlu
dijelaskan sebelum mengambil kesimpulan tentang pertanggungjawaban pidana anak.

Pasal 18 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
menyatakan bahwa korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa pelaku perdagangan orang
tidak dipidana. Ketentuan ini memiliki cakupan lebih khusus dibandingkan daya paksa dalam Pasal 42
KUHP. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang mensyaratkan pemeriksaan hubungan antara
paksaan yang dialami dengan perbuatan yang dilakukannya. Penerapan prinsip tidak menghukum
korban perdagangan orang masih menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana di
Indonesia (Maharani et al., 2026). Prinsip yang sama telah dibahas dalam perkembangan perlindungan
korban perdagangan orang secara internasional (Piotrowicz & Sorrentino, 2016). Dalam perkara anak
yang mendapat ancaman melalui internet, Pasal 18 baru relevan jika unsur perdagangan orang dan
hubungan paksaan dengan perbuatan yang didakwakan terpenuhi. Ancaman digital sendiri belum cukup
untuk menyimpulkan adanya perdagangan orang.

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026. UU Nomor 3 Tahun
2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban kemudian berlaku pada 20 Mei 2026. Pasal 7 ayat (1) huruf
p mengatur hak atas perlindungan dari ancaman digital. Hak tersebut berbeda dari persoalan apakah
anak dapat dipidana. Istilah saksi pelaku dalam undang-undang itu juga mempunyai syarat tersendiri,
sehingga tidak sama dengan victim-offender overlap. Pasal 27 dan Pasal 60 UU SPPA mengatur peran
Pembimbing Kemasyarakatan. Informasi mengenai kekerasan terhadap anak dapat masuk melalui
mekanisme ini, tetapi hubungan antara ancaman dan tindak pidana masih harus diperiksa.

Penelitian ini menelaah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat
dalam kejahatan digital sekaligus mengalami viktimisasi. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana
konsep victim-offender overlap dapat digunakan untuk memperbaiki penerapan ketentuan tersebut.
Istilah kejahatan digital digunakan untuk perbuatan pidana yang dilakukan melalui sarana elektronik,
bukan untuk menyebut satu jenis delik baru. Pembahasan dibatasi pada anak berusia dua belas tahun
sampai sebelum delapan belas tahun. Persoalan utama berada pada penilaian hubungan antara ancaman,
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pilihan anak, dan tindakan yang didakwakan. Pembaruan yang dibahas menyangkut cara menggunakan
dasar hukum yang sudah ada serta pemberian alasan hukum dalam pemeriksaan perkara. Penelitian ini
tidak mengusulkan agar pengalaman sebagai korban dengan sendirinya menghapus
pertanggungjawaban pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa ketentuan
mengenai pertanggungjawaban pidana anak, daya paksa, dan perlindungan korban. Pendekatan
konseptual digunakan untuk menjelaskan victim-offender overlap dan hubungannya dengan asas
kesalahan. Penelitian dibatasi pada hukum Indonesia yang berlaku sampai Oktober 2026. Peristiwa anak
yang dipaksa membantu penipuan digital hanya digunakan sebagai ilustrasi penerapan hukum, bukan
sebagai hasil penelitian lapangan.

Bahan hukum primer terdiri atas UU SPPA, KUHP Nasional, UU TPPO, UU Pelindungan Saksi
dan Korban, serta peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana elektronik. Bahan hukum sekunder
diperoleh dari buku dan artikel ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana anak serta eksploitasi
dalam lingkungan digital. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.
Penelitian luar negeri digunakan untuk membantu memahami konsep yang dibahas, dengan tetap
memperhatikan perbedaan pengaturan hukum dan ruang lingkup penelitiannya. Penelitian ini tidak
menggunakan wawancara ataupun survei.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi hukum.
Ketentuan tentang kesalahan, daya paksa, dan perlindungan korban diperiksa sesuai ruang lingkupnya
masing-masing. Hasilnya digunakan untuk menilai hubungan antara pengalaman viktimisasi dengan
pertanggungjawaban pidana anak. Analisis kemudian diarahkan pada perbaikan cara pemeriksaan serta
pertimbangan hukum yang diperlukan agar alasan pemaaf tidak disamakan dengan keadaan yang hanya
berpengaruh pada pemidanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kejahatan Digital dan Persoalan
Kedudukannya sebagai Korban

UU SPPA menyebut anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur dua
belas tahun tetapi belum delapan belas tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak korban adalah
anak yang belum berumur delapan belas tahun dan mengalami penderitaan akibat tindak pidana.
Pembedaan kedudukan tersebut memengaruhi hak anak selama proses peradilan. Dalam perkara digital,
seorang anak dapat diduga mengirim pesan penipuan sekaligus mengaku bahwa ia melakukannya
karena ancaman. Penyidik tetap harus memeriksa dugaan perbuatannya. Pada saat yang sama,
keterangan tentang ancaman tidak layak dikesampingkan hanya karena anak sudah diperiksa sebagai
pelaku. Pembedaan status dalam UU SPPA tidak memberi dasar untuk mengabaikan salah satu
pengalaman yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 40 KUHP Nasional menetapkan bahwa anak yang belum berumur dua belas tahun tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bagi anak yang telah mencapai batas usia tersebut,
penilaian tidak berhenti pada umurnya. Perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan dan kesalahannya
tetap diperiksa. Perkembangan remaja berkaitan dengan cara anak merespons tekanan lingkungan
dalam proses peradilan pidana (Monahan et al., 2015). Kemampuan mengambil keputusan juga
berkembang seiring usia dan keadaan yang dihadapi anak (Steinberg, 2017). Pertimbangan ini
membantu menjelaskan mengapa kemampuan anak menolak ancaman patut diperiksa. Namun,
kesimpulan tentang daya paksa tidak dapat ditarik dari usia atau pengetahuan psikologi secara umum.
Anak berumur tujuh belas tahun mungkin mengalami tekanan berat, sedangkan usia yang lebih muda
juga tidak dengan sendirinya membuktikan paksaan. Bukti mengenai keadaan anak pada saat perbuatan
dilakukan tetap menentukan.

Riwayat akun dapat memperlihatkan bahwa pesan dikirim menggunakan perangkat milik anak,
tetapi belum tentu menjelaskan siapa yang mengendalikan akun atau menentukan isi pesan. Percakapan
sebelumnya dan keterangan anak perlu diperiksa agar urutan peristiwa lebih jelas. Penyalahgunaan
gambar intim anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang dapat disertai ancaman terhadap
korban (Turner et al., 2025). Hal itu menjadi alasan untuk menelusuri kemungkinan pemaksaan, bukan
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untuk menganggap bahwa setiap anak pengguna akun telah dipaksa. Jejak penggunaan perangkat dan
alasan anak menggunakannya tetap merupakan dua persoalan yang berbeda.

Pasal 42 KUHP mengatur daya paksa sebagai alasan pemaaf. Penjelasan pasal membedakan
paksaan mutlak dari paksaan relatif yang berasal dari ancaman atau tekanan yang tidak dapat dihindari.
Pada paksaan relatif, perlu diperiksa apakah menurut akal sehat pelaku masih dapat diharapkan
melawan ancaman tersebut. Penjelasan pasal juga membahas kepentingan yang dikorbankan dan yang
hendak diselamatkan. Ancaman penyebaran gambar intim dapat menimbulkan tekanan serius terhadap
korban, terutama apabila ancaman digunakan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu (Ray &
Henry, 2025). Namun, tekanan yang dialami seorang anak tetap harus dihubungkan dengan tindakan
yang didakwakan. Penilaian alasan pemaaf bergantung pada keadaan perkara dan syarat Pasal 42, bukan
pada bentuk ancaman semata. Keterangan anak perlu diperiksa bersama bukti komunikasi yang tersedia.

Pasal 18 UU TPPO melindungi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku
perdagangan orang. Ketentuan ini tidak berlaku bagi seluruh anak yang mengalami pemerasan di
internet. Sebelum menggunakannya, perlu ditentukan apakah peristiwa yang dialami anak memenuhi
unsur perdagangan orang dan apakah tindak pidana yang dilakukannya merupakan akibat paksaan
pelaku. Hubungan sebab akibat antara paksaan dan perbuatan korban menjadi persoalan dalam
penerapan prinsip tidak menghukum korban perdagangan orang (Maharani et al., 2026). Jika unsur
perdagangan orang tidak terpenuhi, keberadaan ancaman masih dapat diperiksa menurut Pasal 42
KUHP. Dengan demikian, perlindungan khusus korban perdagangan orang tidak disamakan dengan
alasan pemaaf yang berlaku secara umum.

Seorang anak dapat mengetahui bahwa tautan yang dikirimkan digunakan untuk mengambil uang
orang lain, tetapi tetap melakukannya di bawah ancaman. Pengetahuan tentang tujuan perbuatan perlu
dibedakan dari kebebasan anak menentukan tindakannya. Apabila anak merupakan korban perdagangan
orang yang dipaksa oleh pelakunya, Pasal 18 UU TPPO dapat menjadi dasar tidak dipidana. Dalam
keadaan lain, ancaman diuji menurut Pasal 42 KUHP. Eksploitasi kriminal terhadap anak dapat
melibatkan tekanan berkepanjangan dan pengalaman traumatis (Darby et al., 2026). Kendatipun
demikian, trauma belum tentu memenuhi syarat daya paksa menurut hukum. Riwayat kekerasan masih
mungkin dipertimbangkan saat menentukan pidana atau tindakan. Akibat hukumnya bergantung pada
hubungan antara ancaman dan perbuatan yang terbukti.

Pasal 27 ayat (1) UU SPPA mewajibkan penyidik meminta pertimbangan atau saran Pembimbing
Kemasyarakatan. Pasal 60 ayat (3) mengharuskan hakim mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, dengan akibat hukum apabila kewajiban itu diabaikan
sebagaimana diatur dalam ayat (4). Laporan tersebut dapat menjelaskan keadaan keluarga atau
hubungan anak dengan orang yang mengancamnya. Pengalaman buruk masa kecil memang berkaitan
dengan risiko keterlibatan berulang dalam tindak pidana (Astridge et al., 2023). Namun, riwayat
kekerasan tidak membuktikan adanya daya paksa dalam suatu perkara. Ancaman dan hubungannya
dengan tindakan anak tetap perlu diuji melalui alat bukti yang tersedia.

Pasal 23 UU SPPA menjamin bantuan hukum dan pendampingan bagi anak selama pemeriksaan.
Pendampingan dapat membantu anak menjelaskan ancaman yang mungkin belum berani disampaikan
pada awal proses. Manipulasi dalam komunikasi daring dapat berlangsung secara bertahap, antara lain
melalui upaya membangun kepercayaan anak (Wefers et al., 2024). Pilihan kata yang digunakan pelaku
pun dapat menjadi bagian dari cara memengaruhi anak agar menuruti keinginannya (Pienczykowski &
Madella, 2026). Oleh karenanya, pesan yang terlihat seolah-olah berisi persetujuan perlu diperiksa
bersama percakapan sebelum dan sesudahnya. Anak mungkin mengikuti instruksi tanpa menyatakan
keberatan secara terbuka. Sebaliknya, tidak adanya keberatan dalam pesan juga belum cukup untuk
membuktikan paksaan. Kesimpulan harus dibuat dari keadaan yang terungkap selama pemeriksaan.

UU Nomor 3 Tahun 2026 mengatur hak atas perlindungan dari ancaman digital melalui Pasal 7
ayat (1) huruf p. Pasal 54 mengatur pemberian perlindungan LPSK kepada anak yang berkedudukan
sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, atau informan. Pada keadaan tertentu, izin orang tua atau
wali tidak diperlukan. Namun, pemberian perlindungan tanpa izin tersebut harus didasarkan pada
penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK. Pengertian saksi pelaku menurut
undang-undang ini tidak sama dengan anak yang mempunyai pengalaman sebagai korban sekaligus
pelaku dalam konsep victim-offender overlap. Perlindungan terhadap anak yang terancam juga tidak
berarti bahwa alasan pemaafnya sudah terbukti. Permohonan perlindungan dan pemeriksaan kesalahan
memiliki syarat serta akibat hukum yang berbeda.
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Pasal 7 UU SPPA mengatur diversi untuk perkara yang ancaman pidana penjaranya di bawah
tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversi tidak seharusnya digunakan untuk melewati
pemeriksaan alasan pemaaf. Jika terdapat bukti bahwa anak melakukan perbuatan karena ancaman yang
memenuhi Pasal 42 KUHP, keadaan itu harus diperiksa terlebih dahulu. Penyelesaian melalui diversi
tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan kesalahan anak. Pendekatan yang
memperhatikan trauma anak dalam peradilan juga memerlukan penilaian atas cara penerapannya, bukan
cukup dinilai dari tujuan yang baik (Malvaso et al., 2024). Kehati-hatian yang sama diperlukan saat
menentukan cara penyelesaian perkara.

Persoalan hukum muncul karena informasi yang sama dapat mempunyai akibat berbeda
bergantung pada ketentuan yang digunakan. Riwayat ancaman mungkin dicatat dalam laporan
penelitian kemasyarakatan, padahal ancaman tersebut mempunyai hubungan langsung dengan
perbuatan anak dan perlu diperiksa sebagai daya paksa. Sebaliknya, pengakuan bahwa anak pernah
menjadi korban belum cukup untuk membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. UU SPPA
memberikan kerangka pemeriksaan anak, KUHP mengatur alasan pemaaf, sedangkan UU TPPO
memberi perlindungan khusus bagi korban yang dipaksa melakukan tindak pidana. Ambiguitas dalam
penelitian ini terletak pada cara menghubungkan keadaan anak dengan akibat hukum yang berbeda
tersebut. Tidak diperlukan anggapan bahwa seluruh pengaturannya kosong untuk dapat melihat
persoalan penerapannya.

B. Integrasi Konsep Victim-Offender Overlap dalam Pembaruan Pertanggungjawaban Pidana
Anak di Indonesia

Victim-offender overlap bukan alasan penghapus pidana dalam hukum Indonesia. Konsep ini
digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan hubungan antara pengalaman menjadi korban dan
keterlibatan dalam tindak pidana (Jennings et al., 2012). Pengalaman menjadi korban dapat berkaitan
dengan dampak psikologis pada remaja yang melakukan pelanggaran hukum (Alexander & Kerig,
2025). Hubungan antara viktimisasi dan perilaku melanggar hukum juga ditemukan dalam penelitian
terhadap remaja (Reingle & Maldonado-Molina, 2012). Riwayat pengalaman buruk pada masa anak
turut dibahas dalam penelitian tentang pengulangan tindak pidana (Yohros, 2023). Hubungan itu
memberi alasan bagi penyidik untuk menanyakan apakah anak yang diperiksa sebagai pelaku pernah
mengalami ancaman atau eksploitasi yang berkaitan dengan perbuatannya. Jawabannya belum
menentukan apakah anak dapat dipidana. Alasan pemaaf tetap diuji menurut KUHP, sedangkan
ketentuan khusus bagi korban perdagangan orang dinilai menurut UU TPPO. Konsep kriminologi
berguna untuk mengenali keadaan anak yang mungkin terlewat dalam pemeriksaan. Perbedaan akibat
hukum tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1 Perbedaan Akibat Hukum dari Pengalaman Viktimisasi Anak

Keadaan yang diperiksa Dasar hukum Akibat hukum
Anak korban perdagangan orang Pasal 18 UU Tidak dipidana jika hubungan paksaan
dipaksa melakukan tindak pidana TPPO dengan tindak pidana terbukti

Ancaman memenuhi syarat daya Pasal 42 KUHP  Dapat menjadi alasan pemaaf

paksa menurut KUHP

Anak pernah mengalami kekerasan, En[jr aSnPPA dan Keadaan anak dapat dipertimbangkan saat

tetapi daya paksa tidak terpenuhi . menentukan pidana atau tindakan
pemidanaan

Pengalaman sebagai korban tidak Aturan delik dan  Pertanggungjawaban dinilai dari

berkaitan dengan tindak pidana asas kesalahan perbuatan dan kesalahan yang terbukti

Sumber Analisis bahan hukum, 2026

Anak yang mengirim tautan penipuan karena diancam akan disebarkan gambar pribadinya
mungkin tetap mengetahui tujuan tautan tersebut. Pengetahuan itu perlu dibuktikan untuk menilai
perbuatan yang didakwakan. Akan tetapi, pengetahuan tentang tujuan penipuan tidak serta-merta
menjawab apakah anak masih mempunyai pilihan yang wajar untuk menolak perintah. Pemeriksaan
harus melihat isi ancaman, keadaan anak pada saat itu, dan hubungan antara pihak yang mengancam
dengan anak. Pemerasan seksual dengan ancaman penyebaran materi pribadi ditemukan dalam
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penelitian terhadap remaja di Amerika Serikat (Patchin & Hinduja, 2026). Penelitian tersebut tidak
membuktikan bahwa ilustrasi penipuan ini pernah terjadi di Indonesia, tetapi memberi alasan untuk
memeriksa kemungkinan pemaksaan. Dalam perkara nyata, akibat hukum tetap ditentukan oleh bukti
yang tersedia dan ketentuan pidana yang digunakan.

Penggunaan akun oleh anak perlu dibedakan dari kemampuannya mengambil keputusan secara
bebas. Riwayat komunikasi dapat memperlihatkan waktu pengiriman perintah dan bentuk ancaman
yang menyertainya. Keterangan anak kemudian dicocokkan dengan bukti elektronik yang diperoleh
secara sah. Penyalahgunaan gambar intim pada masa anak dapat menimbulkan dampak yang bertahan
pada korban (Mitchell et al., 2025). Ancaman untuk menyebarkan gambar demikian patut diperiksa
karena mungkin memberi tekanan serius. Meski begitu, beratnya tekanan yang dialami dalam suatu
perkara tidak dapat ditentukan hanya dari penelitian umum mengenai korban. Hakim juga tidak cukup
menyimpulkan bahwa anak bertindak sukarela karena akun tersebut berada di bawah penguasaannya.
Penilaian harus kembali pada keadaan yang dapat dibuktikan.

Kemampuan anak menghadapi ancaman dipengaruhi oleh keadaan yang tidak selalu terlihat
dalam bukti elektronik. Anak yang bergantung pada orang yang mengancamnya mungkin menghadapi
kesulitan menolak, terutama jika hubungan itu berlangsung lama. Umur relevan, tetapi bukan satu-
satunya ukuran. Perkembangan remaja memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan dan
menghadapi tekanan (Steinberg, 2017). Namun, pengetahuan tersebut belum menentukan apakah daya
paksa menurut Pasal 42 KUHP benar-benar terjadi. Hakim harus melihat ancaman yang dialami dan
pilihan yang tersedia pada saat perbuatan dilakukan. Riwayat komunikasi sebelum perbuatan dapat
membantu menjelaskan bagaimana tekanan berlangsung. Kendatipun demikian, riwayat itu masih harus
dihubungkan dengan tindakan yang didakwakan. Anak yang terbiasa menggunakan teknologi belum
tentu bebas dari pengaruh orang lain, sedangkan usia muda saja tidak membuktikan adanya paksaan.

Tidak semua pengalaman sebagai korban berpengaruh sama terhadap pertanggungjawaban
pidana. Apabila daya paksa memenuhi Pasal 42 KUHP, ketentuan tersebut dapat menjadi alasan
pemaaf. Riwayat kekerasan yang tidak memenuhi syarat itu mungkin tetap relevan bagi hakim ketika
menentukan pidana atau tindakan berdasarkan UU SPPA. Jika pengalaman tersebut tidak berkaitan
dengan perbuatan, kesimpulan mengenai kesalahan tidak dapat didasarkan padanya. Perbedaan akibat
hukum ini harus dijelaskan dalam pertimbangan hakim. Tanpa penjelasan, keadaan yang seharusnya
diuji sebagai alasan pemaaf dapat bergeser menjadi alasan meringankan pidana, atau sebaliknya.

Pasal 18 UU TPPO berlaku dalam keadaan yang lebih khusus. Anak harus lebih dahulu dinilai
sebagai korban perdagangan orang, kemudian diperiksa apakah tindak pidana yang dilakukannya
merupakan akibat paksaan pelaku perdagangan orang. Dalam perkara eksploitasi kriminal, kedudukan
anak sebagai korban berisiko terabaikan ketika bukti keterlibatannya sebagai pelaku lebih mudah
ditemukan (Smiragina-Ingelstrom, 2026). Akan tetapi, penerapan Pasal 18 tetap memerlukan
pemenuhan syarat undang-undang. Persoalan yang berbeda muncul pada kriminalisasi perilaku seksual
digital anak, terutama saat batas antara perlindungan dan pemidanaan menjadi kurang tegas (Kovacs-
Szépvolgyi & Vagi, 2026). Kedua persoalan tersebut tidak dapat disamakan. Penilaian terhadap anak
yang diduga membantu penipuan digital tetap harus bertumpu pada perbuatan yang didakwakan dan
ketentuan mengenai paksaan.

Pasal 27 UU SPPA memberi dasar bagi penyidik untuk memperoleh gambaran mengenai
keadaan anak dari Pembimbing Kemasyarakatan. Hubungan anak dengan orang yang diduga
mengancamnya perlu ditelusuri apabila berkaitan dengan perbuatan. Eksploitasi kriminal terhadap anak
terkadang sulit dikenali karena hubungan sosial yang melatarbelakanginya tidak tampak dalam bukti
awal perkara (Langhoff, 2024). Dalam pemeriksaan di Indonesia, keadaan demikian menjadi alasan
untuk tidak berhenti pada bukti transaksi digital. Laporan penelitian kemasyarakatan dapat membantu
memperjelas hubungan anak dengan orang yang mengancamnya. Namun, isi laporan tersebut masih
harus diperiksa bersama alat bukti apabila digunakan untuk menilai daya paksa.

Penuntutan terhadap anak harus didasarkan pada bukti mengenai perbuatan yang didakwakan.
Apabila selama penyidikan muncul keterangan tentang paksaan, jaksa perlu menilai apakah keterangan
tersebut berhubungan langsung dengan perbuatan dan ketentuan apa yang dapat diterapkan. Keterangan
itu tidak tepat diperlakukan sebagai riwayat pribadi semata. Anak yang mengalami eksploitasi kriminal
berisiko lebih dahulu dikenali sebagai pelaku daripada sebagai korban, terutama apabila pemeriksaan
berpusat pada perbuatan yang terlihat (Marshall, 2024). Persoalan pengakuan status korban ini berkaitan
pula dengan batas perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi untuk melakukan tindak
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pidana (Smiragina-Ingelstrom, 2026). Dalam hukum Indonesia, kemungkinan daya paksa tetap perlu
diperiksa meskipun anak telah mengakui keterlibatannya. Pengakuan melakukan perbuatan belum
menjawab persoalan alasan pemaaf. Jika perkara dilanjutkan, keadaan yang mendukung ataupun
melemahkan keterangan tentang paksaan perlu tercermin secara jelas dalam berkas yang diajukan
kepada hakim.

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan menurut Pasal 60 UU
SPPA. Namun, laporan tersebut tidak menentukan sendiri apakah alasan pemaaf telah terpenuhi.
Keterangan tentang ancaman perlu diperiksa bersama alat bukti lain, termasuk percakapan elektronik
yang berkaitan dengan perbuatan. Apabila terdapat perbedaan antara keterangan anak dan riwayat
pesan, hakim harus menjelaskan alasan menerima salah satunya. Pertimbangan juga perlu membedakan
apakah ketentuan yang digunakan adalah Pasal 42 KUHP atau Pasal 18 UU TPPO. Dengan begitu,
putusan tidak sekadar menyebut bahwa anak pernah menjadi korban, tetapi menerangkan akibat hukum
dari keadaan yang terbukti.

Korban tindak pidana yang dilakukan anak tetap mempunyai hak atas perlindungan dan
pemulihan. Dalam ilustrasi penipuan digital, kerugian penerima tautan tidak hilang karena anak yang
mengirimkannya diduga mendapat ancaman. Perbuatan seksual digital yang melibatkan remaja dapat
menimbulkan persoalan kriminalisasi tersendiri (Livazovi¢ & Vuleti¢, 2024). Penyalahgunaan gambar
intim juga memiliki bentuk dan keadaan pelaku yang berbeda-beda (Henry & Beard, 2024). Namun,
hasil penelitian tersebut tidak dapat dipakai untuk membuktikan bagaimana penipuan digital tertentu
dilakukan di Indonesia. Pemeriksaan terhadap kesalahan anak tetap berjalan bersama perhatian pada
hak korban yang mengalami kerugian akibat perbuatannya.

Pedoman pemeriksaan perlu menjelaskan cara menilai hubungan antara ancaman dan perbuatan
anak. Bukti mengenai tindak pidana harus tetap diuji. Jika anak mengaku dipaksa, penyidik perlu
menelusuri sumber ancaman dan hubungannya dengan waktu perbuatan. Pasal 18 UU TPPO digunakan
jika syarat perdagangan orang terpenuhi, sedangkan Pasal 42 KUHP menjadi dasar umum untuk
memeriksa daya paksa. Laporan penelitian kemasyarakatan membantu menjelaskan keadaan anak,
tetapi tidak menggantikan alat bukti. Pendekatan berbasis trauma dalam peradilan anak juga perlu
dinilai dari pelaksanaannya, bukan sekadar tujuan yang ingin dicapai (Malvaso et al., 2024). Pedoman
ini bertujuan memperjelas pemeriksaan, bukan menambah alasan penghapus pidana.

Ancaman terhadap anak mungkin belum berakhir sewaktu perkara diperiksa. Pasal 7 UU Nomor
3 Tahun 2026 mengakui hak atas perlindungan dari ancaman digital, sedangkan Pasal 54 mengatur
pemberian perlindungan LPSK kepada anak menurut persyaratan tertentu. Jika izin orang tua atau wali
tidak diperlukan berdasarkan keadaan yang ditentukan undang-undang, perlindungan diberikan melalui
penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan LPSK. Pemerasan seksual dapat menimbulkan
tekanan pada remaja yang mengalaminya (Chiocca et al., 2026). Penanganan terhadap perilaku seksual
digital remaja juga perlu memperhatikan keadaan anak secara individual (Englander & Weigle, 2025).
Namun, keputusan perlindungan tidak boleh disamakan dengan kesimpulan bahwa anak memenuhi
alasan pemaaf.

Ketentuan hukum yang ada dapat digunakan secara lebih jelas apabila penegak hukum
membedakan keterlibatan anak dalam perbuatan dari alasan yang mungkin menghapus pidananya.
Pengalaman menjadi korban perlu ditelusuri apabila mempunyai hubungan dengan tindakan yang
didakwakan. Jika syarat daya paksa tidak terbukti, keadaan anak masih dapat dipertimbangkan dalam
pemidanaan sepanjang relevan. Pembedaan tersebut juga perlu dinyatakan dalam putusan agar alasan
hakim dapat diperiksa. Dengan demikian, penggunaan victim-offender overlap membantu mengenali
keadaan anak yang mungkin terlewat, tanpa mengubah asas kesalahan atau memperluas ketentuan
pidana di luar dasar hukumnya.

KESIMPULAN

Pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara digital telah mempunyai dasar
melalui UU SPPA, KUHP Nasional, dan peraturan perlindungan korban. Pasal 40 KUHP menetapkan
batas usia, sedangkan Pasal 42 mengatur daya paksa sebagai alasan pemaaf. Pasal 18 UU TPPO
memberikan ketentuan khusus bagi korban perdagangan orang yang melakukan tindak pidana karena
dipaksa pelakunya. Ambiguitas muncul pada cara menghubungkan pengalaman viktimisasi dengan
akibat hukum yang berbeda tersebut. Bukti bahwa anak menggunakan akun digital belum menjawab
apakah tindakannya dilakukan secara bebas. Laporan penelitian kemasyarakatan membantu
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menjelaskan keadaan anak, tetapi ancaman dan hubungannya dengan perbuatan tetap harus diperiksa
berdasarkan bukti yang sah. Penilaian tersebut diperlukan agar alasan pemaaf tidak tertukar dengan
keadaan yang hanya berpengaruh terhadap penjatuhan pidana.

Konsep victim-offender overlap dapat membantu aparat penegak hukum mengenali anak yang
diduga melakukan tindak pidana sekaligus mengalami eksploitasi. Konsep itu tidak memberikan alasan
baru untuk membebaskan anak dari pidana. Perbaikan yang diperlukan adalah pemeriksaan ancaman
sejak penyidikan, penggunaan laporan penelitian kemasyarakatan secara tepat, dan pertimbangan hakim
yang menjelaskan hubungan antara bukti dengan dasar hukum yang diterapkan. Jaksa dan hakim juga
perlu membedakan ketentuan khusus korban perdagangan orang dari alasan pemaaf dalam KUHP.
Perlindungan anak selama proses perkara tetap diberikan menurut syarat undang-undang, tanpa
mengurangi hak korban tindak pidana yang dilakukannya. Arah pembaruan tersebut lebih sesuai dengan
persoalan yang ditemukan daripada membuat pengecualian pidana berdasarkan status anak sebagai
korban semata.
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